BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup
potensial perlu digali dan dikelola secara instensif agar
diperoleh penerimaan yang optimal, guna menunjang
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta
mensinergikan upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan baik di tingkat kabupaten, kecamatan
dan kelurahan, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara
pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak
Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 519);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten  Garut (Berita Daerah  Kabupaten  Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

ok b=

10.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
Bupati adalah Bupati Garut.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari
Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disingkat menjadi PBB-P2
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada
Wajib Pajak.
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(1)

(1)

Penyampaian SPPT adalah kegiatan menyampaikan SPPT PBB P2 terhadap para
Wajib Pajak PBB P2.

Tanda Bukti penerimaan SPPT yang selanjutnya disebut struk PBB adalah tanda
bukti bahwa SPPT PBB P2 telah diterima oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Petugas Pemungut Desa/Kelurahan adalah para petugas/kolektor PBB P2 yang
ada di tingkat Desa/Kelurahan yang diberi tugas oleh masing-masing
Desa/Kelurahan untuk menagih/mengelola PBB P2 dari para Wajib Pajak yang
berada di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing.

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan
untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
yang dilaksanakan oleh Bapenda.

BAB II
SPPT PBB P2

Bagian Kesatu

Pengadministrasian

Pasal 2

Berdasarkan hasil penyusunan data awal dan/atau pemutakhiran data objek
dan subjek PBB P2, Badan menghitung dan menetapkan besarnya Pajak terutang
sebagai dasar penetapan Pajak pada SPPT PBB P2.

Pengadministrasian objek PBB P2 dikelompokan berdasarkan besarnya pokok
ketetapan PBB P2, sebagai berikut:

a. pemungutan PBB P2 yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan dan
Kecamatan yaitu terhadap SPPT PBB P2 yang nilai ketetapannya sampai
dengan Rp500.000,00.

b. pemungutan PBB P2 yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten yaitu terhadap
SPPT PBB P2 yang nilai ketetapannya di atas Rp500.000,00.

Bagian Kedua
Penyampaian SPPT PBB P2

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 6

Badan menyebarluaskan informasi kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 kepada
masyarakat selama 2 (dua) minggu sebelum waktu penyampaian, antara lain
melalui:

a. brosur-brosur;
b. spanduk; dan

c. penetapan dan keberatan melalui media lainnya.
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(2)

(3)

(4)

(9)

(7)

(8)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan meliputi:
a. batas waktu dan tempat pengambilan/penyampaian SPPT PBB P2;

b. SPPT PBB P2 dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau
kuasanya;

c. jatuh tempo pembayaran PBB; dan
d. SPPT PBB P2 dapat dibayar pada Bank Persepsi dan Bank lainnya.

Pada tiap-tiap Desa/Kelurahan ditentukan tempat/posko sebagai pusat kegiatan
penyampaian SPPT PBB P2.

Paragraf 2
Penyampaian SPPT PBB P2

Pasal 7

SPPT PBB P2 dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp500.000,00 dalam satu
wilayah Kelurahan/Desa oleh Badan terlebih dahulu dikelompokan ke dalam
satuan wilayah RT/blok dan dilengkapi dengan daftar nama dan alamat Wajib
Pajak pada tiap-tiap RT/blok.

SPPT PBB P2 dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp500.000.00 dan DHKP
diserahkan oleh Badan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kecamatan selaku
Penanggung pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 dengan Berita Acara
Penyerahan SPPT PBB P2.

SPPT dengan nilai ketetapan sampai dengan RpS500.000,00 (tanpa DHKP)
diserahkan kepada Wajib Pajak oleh Badan.

Badan membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:

a. Kepala Badan (lembar ke-1);

b. Camat (lembar ke-2); dan

c. Lurah/Kepala Desa (lembar ke-3).

Berita Acara Penyerahan SPPT PBB P2 harus ditandatangani oleh:
a. Kepala Badan sebagai pihak yang menyerahkan SPPT PBB P2;

b. Lurah/Kepala Desa selaku penanggung jawab sebagai pihak penerima SPPT
PBB P2; dan

c. Camat sebagai saksi.

SPPT PBB P2 yang telah dihimpun per wilayah RT/blok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Lurah/Kepala Desa diserahkan kepada Petugas
Pemungut.

SPPT PBB P2 oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau kuasanya (door to
door).

Penyampaian SPPT PBB P2 tahap pertama dilakukan secara serentak dalam
1 (satu) wilayah Kecamatan.
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Paragraf 3

Penyampaian Bukti Penerimaan Penyampaian
SPPT PBB P2

Pasal 8

Bukti penerimaan penyampaian SPPT PBB P2 harus ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau kuasanya dengan mencantumkan tanggal saat SPPT PBB P2 tersebut
diterima Wajib Pajak atau kuasanya.

Bukti penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dengan nilai ketetapan sampai
dengan Rp500.000,00 yang telah dihimpun oleh Kelurahan/Desa disampaikan
kepada Badan pada minggu terakhir setiap bulannya dengan menggunakan
formulir penyerahan struk yang dibuat rangkap 2 (dua) untuk didistribusikan
kepada:

a. Kepala Badan (lembar ke-1 dengan dilampirkan struk SPPT); dan
b. Kecamatan (lembar ke-2).

Bukti penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang diterima dari Kelurahan/Desa dikompilasi sebagai bahan laporan
disampaikan kepada Badan.

Bukti penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dengan nilai ketetapan di atas
Rp500.000,0 yang telah dihimpun oleh Petugas yang ditunjuk disampaikan
kepada Badan pada minggu terakhir setiap bulannya dengan menggunakan
formulir penyerahan struk yang dibuat rangkap 1 (satu) untuk disampaikan
kepada Kepala Badan (dengan dilampirkan bukti penerimaan penyampaian
SPPT).

BAB III
BIAYA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Prinsip Biaya Operasional Penyampaian dan Penagihan
SPPT PBB P2

Pasal 9

Biaya operasional penyampaian dan penagihan SPPT PBB P2 merupakan
penunjang dan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemungutan
PBB P2.

Biaya operasional penyampaian dan penagihan SPPT PBB P2 semaksimal
mungkin dipergunakan untuk kegiatan pemungutan PBB P2 dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Besaran Biaya Operasional Penyampaian dan Penagihan
SPPT PBB P2

Pasal 10

Besarnya biaya penyampaian dan penagihan SPPT PBB P2 dihitung berdasarkan
jumlah lembar SPPT PBB P2 dari masing-masing Desa, Kelurahan dan
Kecamatan yang bersangkutan dikalikan dengan nominal tertentu per
lembar SPPT dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kemampuan
keuangan daerah.
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(2) Penentuan besaran biaya penyampaian dan penagihan SPPT PBB P2 untuk
per lembar SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Besaran biaya penyampaian dan penagihan SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) dapat ditambah apabila ada penambahan jumlah SPPT
terbayar pada tahun berkenaan.

(2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan
pada tahun berikutnya apabila tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Biaya Operasional Penyampaian dan Penagihan
SPPT PBB P2

Pasal 12

Biaya operasional penyampaian dan penagihan SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan kepada para petugas pemungut Desa/Kelurahan
setelah adanya pengajuan permohonan pencairan biaya operasional dari Kepala
Desa/Lurah baru dapat diajukan kepada Badan dengan dilengkapi berupa:

a. permohonan pencairan biaya operasional penyampaian dan penagihan SPPT PBB
P2 dari Kepala Desa/Lurah ditujukan kepada Kepala Badan apabila memenuhi
capaian target dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Triwulan I paling sedikit 15% dari target;
2. Triwulan II paling sedikit 45% dari target;
3. Triwulan III paling sedikit 75% dari target;
4. Triwulan IV 100 % dari target.

b. daftar penerima biaya operasional pemungut desa PBB P2 dilengkapi dengan
besaran biaya operasional yang dimohon dari masing masing petugas pemungut
dengan ketentuan untuk:

1. biaya operasional kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 dilengkapi dengan
melampirkan bukti asli struk tanda terima SPPT PBB P2 dari para Wajib
Pajak; dan

2. biaya operasional kegiatan penagihan SPPT PBB P2 dilengkapi dengan
melampirkan bukti setor dari Bank berupa Surat Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan (SS PBB) dan Daftar Penerimaan Harian per NOP SPPT PBB P2.

Bagian Keempat

Laporan Pelaksanaan Penyampaian dan Penagihan
SPPT PBB P2

Pasal 14

Kegiatan penyampaian dan penagihan SPPT PBB P2, baik yang dilaksanakan
di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk dapat menyampaikan
laporan akhir kegiatan Penyampaian dan Penagihan PBB P2 yang telah
dicapai/dilaksanakan beserta kendala dan permasalahan serta upaya dan langkah
penyelesaiannya sebagai bahan penyampaian ke kepala SKPD Pengelola PBB P2.



BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan penyampaian SPPT PBB P2 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 4 - 2022

BUPATIGARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 23



